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MOTTO

“Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan fidup dan dari mana
didapatnya belanja buat Ridup harus ditetapRan oleh rakyat.”

(Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara RT Tahun 1945 sebelum dihapus)

Penerbit BP7 Pusat Jakaria, 1996
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RINGKASAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan
nasional untuk mencapai masvarakat adil, makmur, dan merata sesuai dengan
Pancasila dan is1 dari Undang-Undang Dasar Negara R1 1945, maka Negara Kesatuan
Republik Indonesia melaksanakan system otonomi daerah. Pembangunan daerah
dapat berjalan dengan baik dan merata maka pelaksanaan otonomi daerah tersebut
harus terlaksana dengan berkesinambungan. Hal tersebut berkaitan erat dengan
adanya perimbangan keuangan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Dalam pelaksanaan penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang harus diperhatikan adalah mengenai apa saja dan scberapa
besar kebutuhan daerah yang bersangkutan, bagaimana pemerintah pusat dan daerah
mendapatkan dana yang optimal untuk membiayai kegiatannya, dan bagaimana pula
mengenai  pengelolaan keuangan itu sendiri serta bagaimana pula mengenai
pendistribusian Pandapatan Asli Daerah apabila dikaitkan dengan perimbangan
keuangan, Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
harus dilaksanakan sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun berupaya untuk menganalisis
dengan menyusun skripisi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH".

Tujuan dari penyusunan skripsi imi adalah guna memenuhi syarat yng
diperlukan untuk memperolch pgelar Saana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative
terhadap sumber-sumber data sekunder di mana metode pengumpulan data diperoleh
melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara diskriptif dan analisis,
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Kesimpulan yang dapat diambil dalam penyusunan skripsi ini adalah
perimbangan kecuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam hal im sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tapi yang
lebih penting lagi diimbangi dengan disesuaikannya antara dana dengan kebutuhan
dacrah, dengan adanya undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan
perimbangan keuangan dihrapkan pengelolaan keuangan dan pendistribusian
Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua
pihak.

Saran dan penyusunan skripisi ini adalah supaya penggalian dan yang
dibutuhkan oleh daerah bisa secara optimal, perlu disusunnya APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) setiap tahunnya agar pengelolaan keuangan dapat terarah dan sesuai sasaran,
juga diperlukannya kerja sama yang terintegrasi dengan baik antara pejabat/badan
pemenntahan yang berwenang.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyeleng-garakan pemenntahan dan
pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, schagaimana
vang terdapat dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 alinea kedua.

Pembangunan dacrah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional
dilaksanakan melalui otonomi dacrah dan pengaturan sumber daya nasional, yvang
memben kesempaian bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daemh vang berdaya
guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyvarakat
dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat
madam.

Dalam rangka penyelenggaraan pemenntahan negara dan pembangunan
nasional untuk mencapal masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila
dan Undang Undang Dasar Negara Rl 1945, pasal | Undang Undang Dasar Negara
Rl 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah ncgara kesatuan vang berbentuk
Republik.

Pasal |8 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menvatakan
bahwa :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas dacrah-dacrah provinsi dan
dacrah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, vang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota itu mempunyai pemenntahan dacrah vang diatur dengan
undang-undang.

(2) Pemenntahan dacrah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendin  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Pembangunan daerah scbagai bagian integral dari pembangunan nasional
dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomn daerah dan pengaturan sumber daya
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nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja
dacrah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Penyelenggaman pemerintahan daerah sebagai sub sistem
pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai contoh otonomi,
daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan
pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakekamya mengemban tiga
fungsi utama vaitu
I. Fungsi alokasi yang meliputi antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk

barang dan jasa pelayanan masyarakat.
2. Fungsi disiribusi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat,
dan pemerataan pembangunan.
3. Fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan
moOneter.
Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh
Pemenntah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efekiif dilaksanakan
oleh Pemeniniah Daerah. Hal ini disebabkan karena daerah pada umumnya lebih
mengetahui  kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat Namun dalam
pelaksanaannya perfu diperhatikan kondisi dan situasi vang berbeda-beda dari
masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat
penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara jelas dan tegas. (Penjelasan UU
No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kenangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Daerah).
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Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daemah sccara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
vang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan dacrah dalam rangka perimbangan
kevangan Pemenintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pen-
dapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan
yang sah.

Dalam pelaksanaan perimbangan kepangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi
pelaksanaan kewenangan vang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dari penulisan skripsi ini yaitu pada
masalah yang berkaitan dengan pembahasan secara yuridis tentang perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusatl dan Pemerintah Daerah.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang perlu untuk dikaji yaitu :

|. Bagaimana mendapatkan dana yang optimal guna membiayai kegiatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara adil dan efisien 7

2. Bagaimana pengelolaan keuangan bila dikaitkan dengan perimbangan keuangan
antara Pemenntah Pusat dan Pemenintah Daerah ?

3. Bagaimana pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) apabila dikaitkan
dengan perimbangan keuangan antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah ?
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi
ini antara lain :
1.4.1 Tujuan Umom
Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum sesuai
dengan ketentuan kurikulum program strata | Fakultas Hukum Universitas
Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

I. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang perimbangan kevangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai akibat pembagian antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan berkaitan dengan
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Untuk mengetahui bagaimana pula mengenai pendistribusian PAD
(Pendapatan Asli Dacrah) dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan
antara Pemenintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.4.3 Manfaat
I. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang
berkepentingan dan berminat untuk memperdalam tentang perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Diharapkan dapat menambah serta memberikan informasi dan pengem-
bangan ilmu hukum khususnya llmu Hukum Keuangan Negara.

L5 Metode Penulisan
1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam mendekati permasalahan dalam tulisan ini digunakan pendekatan
yuridis normatif dalam arti semua pembahasan permasalahan semata-mata hanya
dilihat dari sudut hukum positif. (Soekanto, 1996 - 24)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

L.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian
kepustakaan. Oleh karena itu data yang dican adalah data sekunder vaitu data yang
terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul
skripsi serta buku-buku ilmiah lainnya. (Soemitro, 1988: 3)

Dalam penelitian kepustakaan ini, semua data diperoleh dengan jalan
membaca buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul skripsi, peraturan
perundang-undangan tentang otonomi dacrah, keuangan negara dan daerah,
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.5.3. Metode Analisa Data

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian data-data ini disusun secara
kronologis, dan akhimya data-data ini dianalisa secara diskripsi analitik yaitu suatn
uraian atau penjelasan yang semata-mata didasarkan pada data-data yang ada dan
telah tersusun. {Soemitro, 1988 : 8)

Hasil pembahasan itu kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus.
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Negara Republik Indonesia scbagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyclenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan
dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas dacrah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai
pemerintahan dacrah vang diatur dengan undang-undang,

Urusan-urusan Pemerintahan vang telah diserahkan kepada daerah otonom
dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan
langgung jawab sepenuhnya dari daerah otonom yang bersangkutan. Dalam hal ini
prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah otonom, baik vang menyangkut
penentuan  kebijaksanaan, percncanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.
Perangkat pelaksanaannya ialah perangkat daerah itu sendiri yaitu dinas-dinas dacrah.
Wewenang daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terdapat dalam pasal 13 dan pasal 14 dan masing-masing pasal mengatur wewenang
daerah dalam skala vang berbeda.

Pasal 13 mengatur wewenang daerah dalam skala provinsi sedangkan pasal 14
mengatur wewenang daerah dalam skala kabupaten/kota.

Wewenang daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah antara lain :

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan:
Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
Penyediaan sarana dan prasarana umum:

=

Penanganan bidang kesehatan;

I -V

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial;
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g Penanggulangan masalah sosial;

h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan;

L. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
J.  Pengendalian lingkungan hidup:

k. Pelayanan pertanahan:

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

Pelayanan administrasi umum pemerintahan:

A B

Pelayanan administrasi penanaman modal:

Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam setiap undang-undang tentang otonomi daerah telah disyaratkan bahwa
sangat dimungkinkan adanya penilaian kembali terhadap urusan-urusan pemerintah
yang diserahkan kepada daerah otonom. Penilaian kembali terhadap urusan-urusan
pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom ini dapat berupa penambahan
ataupun pengurangan terhadap urusan-urusan yang diserahkan. (Joso, 1986 - 55),

Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil,
seimbang. sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan apabila
dikaitkan dengan kewnagngan daerah, maka antara perimbangan keuangan dengan
wewenang dacrah sangat berkaitan erat Dengan adanya sistem perimbangan
keuangan, daerah dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan porsi yang
dibutuhkan oleh daerahnya.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dapat
terlaksana dengan baik dan menuju sasaran yang tepat apabila didukung dengan dana
yang memadai. Dana tersebut diperoleh dari adanya sistem pembagian keuangan dari
pusat ke daerah secara adil guna memenuhi kebutuhan daerah.

Untuk keperluan penilaian ini diperlukan adanya tolok ukur yang digunakan
sebagai pedoman pokok dalam menata kembali urusan yang telah dan vang akan
diserahkan kepada daerah otonom. Tolok ukur tersebut adalah -

e

=
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a. Urusan-urusan yang wajar diserahkan kepada daerah. sesuai dengan pembenan
otonomi dacrah kepada daerah yaitu memungkinkan daerah yang bersangkutan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan
tuyjuan fersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang  untuk
melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Adapun urusan yang wajar itu
dapat berupa :

I. Urusan yang sifatnya telah membeku di daerah vaitu urusan-urusan yang telah
dilaksanakan di daerah baik dari segi mekanisme tekhnis dan korelasinya.
Sewajarnya urusan tersebut menjadi urusan rumah tangga daerah.

2. Menyangkut kepentingan langsung dari rakyat. Urusan ini merupakan wrusan
yang menyangkut kebutuhan langsung hajat orang banyak yang penyeleng-
garaannya tidak mungkin dapat dilaksanakan dan dijangkan oleh pemerintah
pusat.

3. Dapat menimbulkan partisipasi masyarakat. Urusan ini merupakan urusan yang
dapat menimbulkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan
tanggungjawab masyarakat.

4. Memanfaatkan sumber daya manusia Urusan ini merupakan urusan yang
banyak mempergunakan sumber daya manusia scbagai pelaksanaannya.

5. Memberikan sumber penghasilan daerah Tanpa mengurangi kewenangan
pemerintah pusat yang diatur secara nasional, urusan yang diserahkan dapai
memberikan kemungkinan kepada daerah untuk menggali dan menciptakan
sumber pendapatan daerah.

b. Pertimbangan dayaguna dan hasilguna. Urusan yang diserahkan kepada daerah
dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, terutama di dalam pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan
politik dan kesatuan negara.
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¢. Implikasi Penyerahan.

Penyediaan aparat, dana, sarana dan prasarana Penyerahan urusan kepada
daanhhamsdiscmiapnrndmmdanpmsmmsebagaimodalkcrjn,
schingga urusan tersebut dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna.

Aparat. Penycrahan aparat diatur dengan cara menyerahkan pegawai
tertentu sebagni pegawai daerah.

Dana. Penyerahan dana diatur dengan menyediakan biaya rutin vang selama
it dianggarkan untuk pelaksanaan urusan yang bersangkutan dan memberikan
sumber-sumber pendapatan yang berhubungan dengan urusan tersebut

Sarana dan Prasarana Ssrana dan prasarana diberikan dalam tingkat
pelaksanaan urusan tersebut sebelumnya. (Joso, 1986 - 57)

Dasar dan pemerintahan daerah ialah kepada daerah diberikan otonomi
scluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu dengan
sendirinya untuk melaksanakan cita-cita ini haruslah dijamin kedudukan keuangan
yang sekuat-kuatnya dan tenaga keuangan yang sebesar-besamya pula dani dacrah-
dacrah otonom itu. Berhubungan dengan keadaan, bahwa Negara Indonesia terdiri
dari pulau-pulau, maka berhubung dengan kepentingan strategis, maka otonomi
seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendini harus juga dijamin dengan
kesanggupan keuangan yang sebesar-besamya pula.

Scbagai dasar dan pelaksanaan otonomi daerah diantaranya 1alah otoactiviteit
atau kegiatan sendiri dani dacrah-daerah otonom itu. Otoactiviteit ity hanya bisa subur
tumbuhnya jika ada kesanggupan kevangan yang sebesar-besamya pula.

D1 samping itu karena Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, harus pula
mmmmmmMWMnmgnymmmm
antara yang satu dengan yang lain adalah berbeda dalam soal politis, sosial, ekonomi
dan budaya.

Hubungan keuangan antara Pemenntah Daerah dengan Pemenntah Pusat
merupakan salah satu masalah yang sulit dalam penyelenggaman desentralisasi
Kalau semua sumber keuangan dikuasai pusat, daerah tidak akan mempunyai peng-
hasilan untuk melaksanakan otonominya dengan sebaik-baiknya Segenap kegiatan
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daerah akan selalu bergantung pada bantuan keuangan dani pusat. Sebaliknya kalau
daerah-daerah diberi sumber keuangan yang berlimpah-limpah, maka pemerintah
pusat akan mengalami kesulitan keuangan karena kurangnya sumber-sumber
penghasilan.

Pada umumnya distribusi dana dari pusat ke dacrah bergantung kepada besar
kecilnya penerimaan riil Pemerintah Pusat secara Nasional fermasuk penerimaan
sumber daya alam dan yang berhasil dihimpun oleh suatu negara.

Berbagai pengalaman internasional secara jelas menunjukkan bahwa jika
suatu negara mendesentralisasikan suatu tanggung jawab pengeluaran vang lebih
besar dibandingkan dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat pelayanan
akan menurun. Bila itu terjadi, daerah akan menekan pusat untuk mendapatkan
tambahan dana yang lebih besar atau pinjaman yang lebih besar. (Saragih, 2003:96).

2.2 DASAR HUKUM
Berdasarkan dengan pembahasan skripsi tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penulis menggunakan dasar-dasar
hukum sebagai berikut :
I. Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
a. Pasal I8
ayat(l): Negara Kesauan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai
pemenmtahan daerah. yang diatur dengan undang-undang.
b. Pasal 18 A
ayat(l): Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemeniniah
daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota diatur dengan Undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
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ayat (2): Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber alam
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah
dacrah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang.
c. Pasal 23
ayat (1) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara  ditetapkan setiap tahun dengan
Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
Jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
Dalam pasal 22 menyebutkan -
ayat (1) Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah
daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
ayat (2): Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau sebaliknya.
ayat (3): Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dilakukan setelah ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
ayat (4): Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman  kepada/menerima
pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
a. Pasal 1
angka 13 :  Penimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan vang adil,
proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung Jjawab
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan
memperimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan dacrah serta
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b. Pasal 13
Ayat (1)

d. Pasal 14 -

12

besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemenntah Daerah

Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi -

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;

¢. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masya-
rakat;

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum:;

€. Penanganan bidang keschatan:

f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial:

£ Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota:

h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten/kota;

1. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
termasuk hintas kabupaten/kota:

). Pengendalian lingkungan hidup;

k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

L. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan:

n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota;

0. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya vang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota:

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota

meliputi
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a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan:

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;

¢. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masya-
rakat;

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

Penanganan bidang kesehatan;

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial;

g Penanggulangan masalah social;

h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan;

Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

Pengendalian lingkungan hidup;

Pelayanan pertanahan;

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil:

Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota;

0. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan,

™ o

e A

—

b. Pasal 15
ayat(1):  Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4)

dan ayat (5), meliputi :

a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan
urusan pemenniahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah;

b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah
dan
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c. Pemberian pinjaman dan/atan hibah kepada pemerintah
daerah,

ayat(2): Hubungan dalam bidang kenangan antar Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5),

meliput; -

a. bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah dan
provinsi dan pemernintahan daerah kabupaten/kota;

b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
Jawab bersama;

c. pembiavaan bersama atas kerja sama antar daerah: dan

d.  pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

Pasal 21

Dalam menyclenggarakan otonomi dacrah, daerah mempunyai hak -

o p

Mmoo oan

g

mengatur dan mengurus sendin urusan pemerintahannva;

memilih pimpinan daerah;

mengelola aparatur daerah;

mengelola kekayaan daerah:

memungut pajak daerah dan retribusi daerah:

mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya vang berada di daerah:

mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain vang sah: dan

h mcndamtkanflziklainnjrayangdim:hiamperanmpenndang-

undangan.

Pasal 157
Sumber Pendapatan daerah terdiri atas
a. Pendapatan Asli Dacrah vang selanjutnya disebut PAD, vaitu -

|. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan, dan
. lain-lain PAD yang sah;

lad

L
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b. Dana Perimbangan, dan

¢. Lam-lain pendapatan daerah yang sah.

4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Pasal |

angka 3

Pasal 2
ayat (1) :

ayat (2) -

Pasal 3
ayat (2) :

Pasal 5
avat (2) :

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Dacrah adalah suatu sistem pembagian vang adil, proporsional,
demokratis, transparans dan cfisien dalam rangka pendanaan.
penyclenggaraan  Desentralisasi,  dengan mempertimbangkan
potensi, kondisi dan kebutuhan dacrah, serta besaran pendanaan_
pcnywﬂengganunldcinns:nuaaidanLugﬂSp::nhamnuan.

Penmbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai
konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Penimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka
pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pendapatan dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari:

a. Pendapatan ash daerah

b. Dana perimbangan dan

¢. Lain-lain pendapatan
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2.3 LANDASAN TEORI

1.3.1 Negara Federasi dan Negara Kesatuan

Menurut beberapa teori modern, bentuk-bentuk negara modemn yang ter-
penting dewasa ini adalah Negara Serikat atan Negara Federasi dan Negara Kesatuan
atau Unitarisme. (Kaho, 1982 : 1)

Federasi berasal dari kata feodus yang berarti perjanjian atau persetujuan.
Dalam federasi atau negara serikat, dua atau lebih kesatuan politik yang sudah ataun
belum berstatus sebagai negara, berjanji untuk bersatu dalam politik yang mewakili
mereka sebagai keseluruhan.

Kesaman-kesatuan politik yang tergabung itu melepaskan kedaulatan (keluar)
beserta segenap atribut kenegaraan lainnya. Apabila kesatuan politk yang tergabung
iu sudah berstatus sebagai negara sejak semula, maka status kencgaraan itu lenyap
dengan masuknya kesatuan politik yang bersangkutan kedalam ikatan itu.

Federasi ditandai oleh beberapa ciri khas yaitu:

a. Supremasi konstitusi federasi.

b. Adanya pemencaran kekuasaan antara negara federal dengan negara bagian.

c. Adanya sesuatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesatkan sengketa-
sengketa yang mungkin timbul antara negara federal dan negara bagian.

Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legistatif’ nasional
pusat. Asas yang mendasari negara kesatuan ialah asas unitarisme, negara kesatuan
dapat dibedakan kedalam bentuk :

a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dimana segala sesuatu dalam negara
itu langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah tinggal
melaksanakannya.

b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dimana kepada daerah diberikan
kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendin (otonomi dacrah) yang dinamakan daerah otonom.
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2.3.2 Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Sentralisasi dan desentralisasi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisah-
kan, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Tidak ada sentralisasi tanpa
desentralisasi, demikian pula sebaliknya. Semakin luas sentralisasi makin menyempit
desentralisasi dan makin luas desentralisasi maka makin menyempit sentralisasi.
(Surianingrat, 1981 : 2).

Yang di desentralisasi bisa berwujud wewenang, jabatan dan sebagainya.
Sedangkan bentuk desentralisasi bisa berwujud pelimpahan, pemberian, penyerahan
dan sebagainya. Sedangkan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi
pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi. Desentralisasi
meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal
seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin pula
mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya. Daerahlah
yang mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan daerah dan bagaimana memenuhinya.

Dalam desentralisasi dikenal dua macam desentralisasi yaitu -

a. Desentralisasi jabatan yaitu pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan
sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkat-
kan kelancaran kerja. Oleh karena itu desentralisasi macam ini disebut juga
dekonsentrasi.

b. Desentralisasi kenegaraan vaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah
dalam lingkungannya scbagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dan
pemerintahan negara,

Karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah
menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagi urusan pemerintahan di
dacrah dapat dilakukan dengan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan
oleh pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah menunn asas dekonsentrasi ini
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fetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, baik mengenai perencanaan,
pelaksanaan maupun pembiayaannya. Inilah perbedaan antara desentralisasi dengan
dekonsentrasi, meskipun keduanya mempunyai hakekat yang sama yaitu pemencaran
atau gerak laju menjauhi pusat.

2.3.3 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam menguraikan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, perlu terebih dabulu diperhatikan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah Negara Kesatuan dan oleh karena itn Negara Republik Indonesia
tidak akan mempunyai dacrah-daerah di dalam lingkungannya yang bersifat negara
pula. Dengan demikian, maka negaralah atau pemerintah pusatiah yang mempunyai
kata terakhir terhadap ketentuan-ketentuan tentang batas otonom baik secara positif
maupun secara negatif. Hal yang demikian itu memang sesuai dengan maksud dari
desentralisasi dan dekonsentrasi yang pada hakekatnya tidak lebih dari suatu sarana
atau cara untuk melakukan pemerintahan di dacrah dengan cara sebaik-baiknya.
(Soejito, 1981 :174)

Dari uraian di atas terdapat suatu asas bahwa dalam negara kesatuan urusan-
urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
sedemikian rupa hingga untuk urusan-urusan tertentu badan pemerintah yang satu
tidak dibenarkan mencampuri urusan badan pemerintahan yang lain. Jadi urusan-
urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan satu kebulatan. Dan diantara
Jabatan-jabatan dalam organisasi negara itu yang memegang kekuasaan tertinggi atas
urusan-urusan itu ialah Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pada asas itu maka dapatlah dimengerti mengapa dalam pasal |
Undang Undang Dasar Negara RI 1945 ditetapkan tentang bentuk negara kesatuan
dan pada ayat (2) ditetapkan siapa yang memegang kedaulatan negara. Memang ada
hubungan antara pembagian kedaulatan negara dengan bentuk negara yang
bersangkutan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Prinsip negara kesamuan bahwa diantara jabatan-jabatan dalam organisasi
negara yang bersangkutan yang memegang kekuasaan tertinggi atau urusan-urusan
negara adalah pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya pelimpahan (delegasi)
sebagian kekuasaan negara.

Dari kedaulatan yang dipegang oleh rakyat itu oleh Undang Undang Dasar
1945 di limpahkan pelaksanaannya kepada Presiden, yakni pelaksanaan kekuasaan
pemerintahan negara. Sebagian lagi pelaksanaannya diserahkan kepada Presiden
beserta Dewan Perwakilan Rakyat vakni pelaksanaan kekuasaan membentuk undang-
undang dan sebagian lagi pelaksanaannya diserahkan kepada Mahkamah Agung
Kekuasaan ini selanjuinya dapat dilimpahkan kepada jabatan-jabatan pemerintah
daerah.

Sesuai dengan asas ini maka sewajamya bila di dalam Undang Undang Dasar
1945 juga tidak terdapat suatu ketentuan yang memberikan urusan-urusan negara
tersendin kepada pemeriniah daerah yang tidak dapat di jamah lagi oleh pemerintah
pusat.

Dalam negara kesatuan pemerintah daerah adalah subordinat terhadap
pemerintah pusat. Hubungan sedemikian itu dapat diselenggarakan menurut beberapa
asas yaitu asas sentralisasi dan asas desentralisasi. (Istanto, 1971 - 16).

Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusatl secara organisasi tidak
mempunyai hubungan langsung. Hal ini berarti bahwa antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah tidak terdapat hubungan kerja dalam mana pemerintah daerah
merupakan bawahan dari pemerintah pusat dengan kewajiban pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pejabat-pejabat pemerintah daerahpun tidak tergantung secara langsung
kepada pemerintah pusat karena pejabat-pejabat tersebut tidak diangkat oleh
pemerintah pusat melainkan dipilih oleh makyat daerah yang bersangkutan, atau
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, atau diatur oleh
pemerintah dacrah sendiri_Pelaksanaan tugas pejabat-pejabat daerah ini tidaklah
dilakukan atas perintah dari pemerintah pusat dan karenanya juga pelaksanaan
fungsinya atau tugasnya tidaklah dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.
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Hal yang demikian itu pada umumnya telah menjadi ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam pengaturan selanjutnya meskipun
htbtmgnnmgmimnﬁsmhnﬁmgdcngmmﬁnmhpmmﬁﬁkmmmm
karena pemerintah dacrah berada dalam lingkungan negara kesatuan, maka periu
ditetapkannya organ penghubung. Organ itu dalam peraturan perundang-undangan di
wujudkan dalam bentuk Kepala Daerah.

Scjak tahun 1945 pemerintah daerah telah diberi wewenang mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Wewenang itu juga ditetapkan dalam Undang
Undang Dasar Sementara 1950 dan dalam Undang Undang Pokok Pemerintahan
Daerah yang pernah berlaku Dengan adanya ketentuan ini maka pemenintah dacrah

Permasalahan kehidupan negara dan warga negara di dacrahnya, yang ditetapkan
termasuk dalam lingkungan kekuasaan dacrah tersebut

Dalmmhkmm“mm:gmmmdmmmmh
langganya (rumah tangga daerah) ini pembuat undang-undang menganut paham
bahwa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah vang sebaik-baiknya,
pemerintah daerah harus diberi otonomi vang seluas-luasnya.

Hubungan wewenang seperti  diuraikan  diatas tidaklah mengurangi
kemandirian alat-alat perlengkapan daerah sebagai organ dacrah Alat periengkapan
thmahtct:pMkanmu;ﬂhnbumhmdnﬁ pemenntah pusat Pemerintah daerah
masih cukup mempunyai kemandirian yang membuatnya tidak tergantung pada
pemerintah pusat. Wewenangnya pun masih cukup mandin untuk dapat menetapkan
Mgmandmpellksmmmpcmhﬂngumdﬂcmhsesmidmganﬁimasmya
masing-masing. Namun untuk mengadakan pembangunan iy, juga untuk
menyelenggarakan pemerintahan daerah pada umumnya diperlukan biava. Dalam
pembiayaan pemerintah  daerah ini sewnjamya bila pemenntah daerah juga
mempunyat kemandirian yakni dengan mempunyai sumber-sumber yang diperfukan
untuk pembrayaan itu sendiri dan dapal pula menentukan sendini penggunaan
kevangan yang didapatnya dari sumber tersebui Timbulnya penghalang bagi
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pcmhanglmndamhhisamjadikmmlcrdnpmkckmangmmmrkmgm
daerah yang diperfukan untuk pembiayaan penyelenggaraaan pemerintahannya.

Oleh karena itu perfu diatur bagaimana hubungan keuangan, dalam hal ini
bagaimana pembagian sumber keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pmba,gimsmnhwkamnganmmmnmhmdanmnmmhdacmh
di Indonesia pada saat ini sudah mendapatkan penvyelesaian lewat peraturan atau
undang-undang tentang Perimbangan Keuvangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

234 Pengertian dan Konsep Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

Pengertian Penmbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil_ proporsional,
demokratik transparan dan efisiensi  dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah
serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sebagai konsckuensi dari pelaksanaan olonomi daerah maka diatur mengenai
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemermtah Daerah adalah tindakan yang
sangat icpat dan memang diperlukan baik oleh pusat maupun daerah itu sendiri.
Karena tidak mungkin semua wewenang pemennizhan khususnva masalah keuangan
atau pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri atau juga sebaliknya
diserahkan kepada pemerintah dacrah. Pemerintah Pusa dan juga pemerintah dacrah
mempunyai  kepentingan dan  kebutuhan yang berbeda untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan,

Dalam hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada
beberapa vang harus diperhatikan, baik oleh Pemerintah Pusat atay Pemerintah
Daerah yakni sebagai benikut -
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|. Pembagian kekuasaan yang rasional diantara tingkat-tingkat pemerintahan dalam
memungul dan membelanjakan sumber dana,

2. Pembagian seluruh sumber dana yang adil dan memadai untuk membiayai
pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Dacrah.

3. Upaya fiskal oleh Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi
daerah sesuai dengan pembagian yang adil atas seluruh beban pengeluaran
Pemeriniah Daerah dalam masyarakat. (Saragih, 2003:87)

Undang-undang yang berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan
dengan Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Undang Undang RI Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang perimbangan keuangan
merupakan dasar sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah karena undang-undang tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan vertikal
yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan juga mengurangi
kesenjangan horisontal yang terjadi diantara Pemerintah Daerah.

Selain Undang Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada satu lagi undang-
undang yang juga ikut andil dalam perubahan mendasar terhadap tatanan
Pemerintahan Daerah yaitu Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Ketiga undang-undang tersebut merupakan landasan hukum
terjadinya reformasi terhadap tatanan Pemerintah Daerah berdasarkan semangat

otonomi.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Peranan dan Pentingnya Budget Untuk Kebijaksanaan Fiskal dan Pem-
bangunan

Perkataan budget berasal dari bahasa Perancis bouge atau bougette yang
berarti tas pinggang. Kemudian kata budget di Inggris berkembang artinya menjadi
lempat surat yang terbuat dari kulit yang dipergunakan olch Menteri Keuangan untuk
menyiunmpan  surat-surat  anggaran. Pada jaman Hindia Belanda secara resmi
pemerintah menggunakan perkataan anggaran dengan begrooting. Selanjutnya pada
jaman Jepang, perkataan budget. begrooting diganti dengan istilah anggaran.
Kemudian pada jaman kemerdekaan Rl vaitu sejak Proklamasi 17 Agustus 1945
dipakai istilah anggaran,

Perkataan anggaran bersumber dari kat anggar vang mempunyai arti kira-kira
atau perhitungan, sehingga pengertian anggaran negara berarti perkiraan atau
perhitungan jumlahnya pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara.
(Atmadja, 1986 9).

Hak turut menentukan anggaran negara dari Dewan Perwakilan Rakyat pada
umumnya dicantumkan dalam Undang Undang Dasar atau konstitusi negara yang
bersangkutan, Di Indonesia peranan Dewan Perwakilan Rakyat vang merupakan
perwakilan rakyat dalam menentukan anggaran negara secara jelas dapat dilihat
dalam pasal 23 UUD Negara R1 1945, Pasal 23 ayal (1) menyatakan bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedang pada pasal
20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-
Undang.

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak
banyak dipersoalkan Yang banvak dipersoalkan adalah jumiah atau komposisi
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angka-angka yang tercantum di dalamnya daripada sifat hukum dan undang-undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Bohari, 1994: 15).

Jadi peranan pentingnya anggaran (budget) adalah:

Merupakan kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka.
Rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran.

Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun vang lalu

Menunjukkan sektor yang diprioritaskan

Menunjukkan majw/mundumnya pencapalan sasaran.

Merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebyjaksanaannya
selama satu tahun mendatang. (Subagio, 1988 - 14),

D1 negara-negara berkembang termasuk Indonesia, peranan pemerintah dalam
usaha-usaha pembangunan bukan saja memberi pengarahan, bimbingan dan fasilitas
kepada masyarakat, tetapi memegang peranan yang aktif: Dalam masa pembangunan
ini fungsi-fungsi pemenntah dalam kegiatan ekonomi bertambah baik kuantitas
maupun kualitas. Pemerintah pada negara-negara berkembang seperti Indonesia ini,
mau tidak mau harus berfungsi sebagai agen pembangunan

Hakekat dari proses pembangunan sebenamya merupakan kumpulan tujuan-
tujuan sosial dan ekonomis yang di wujudkan dalam jangka waktu dengan
memperhatikan urutan-urutan prioritas seperti yang ditetapkan. Di negara-negara
demokrasi tujuan sosial dan ekonomi merupakan cermin dari keinginan masyarakat.
Keinginan-keinginan ini lewat badan-badan perwakilan rakyat (MPR) diperjuangkan
untuk diwujudkan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya

Merekam serta merumuskan keinginan-keinginan ini adalah tidak mudah
Pemerintah pada masyarakat demokratis selaly memperhatikan keinginan-keinginan
ini. Hal ini berarti bahwa setiap pencapaian twjuan maksimal selaly dipikirkan,
dipersiapkan, direncanakan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan ini peranan pemerintah adalah besar sekali. Pemerintah diberi
hak, wewenang dan tanggungjawab untuk menjalankan segala kebijaksanaannya di
dalam mencapai tujuan-tujuan nasional tersebut. Pada gilirannya kebijaksanaan-

-0 a0 o
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kebijaksanaan pemenintah itu dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan-kegiatan
pemerintah yang komplek dan independen (saling kait mengait),

Kegiatan-kegiatan  tersebut  tercermin pada  pengeluaran-pengeluaran
pemerintah. Pada dasamya yang berkuasa menentukan pengeluaran-pengeluaran
negara ini adalah badan-badan perwakilan rakyat, akan tetapi peranan kepala
pemerintahan dan orang-orang administrasi dalam pemenntahan adalah penting
sekali.

Kepala eksekutif dan organisasi administrasi itulah yang nantinya memilih
metode-metode apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional,

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu biasanya tidak bisa terlaksana dalam satu
atau dua tahun. Akan tetapi untuk sampai kepada tujuan-tujuan tersebut harus melalui
tahap-tahap dari tahun ke tahun Dengan demikian disamping diadakan rencana
Jangka panjang pemerintah perlu menetapkan rencana jangka pendek untuk mencapai
tujuan-tujuan nasional tersebut Rencana tahunan tidak lain adalah rencana
operasional yang sekaligus merupakan alat koreksi apabila ada kesalahan-kesalahan
dan rencana jangka panjang. dan merupakan juga alat untuk meramalkan apa yang
akan tegadi di masa-masa yang akan datang (Nurdjaman, 1997 : 2)

Hal ini sangat berguna untuk memperbaiki langkah-langkah selanjutnya dalam
menuju pencapaian tujuan-tujuan nasional tersebut.

Dilihat dan sudut itu semua, maka anggaran (budget) adalah bagian dari
rencana tahunan atau rencana operasional pemerintah dalam kaitannya dengan
rencana yang lebih luas schubungan dengan usaha mencapal tujuan-tujuan jangka
panjang. Bahkan segala rencana operasional tahunan harus terlihat pada anggaran
tahunannya.

Untuk keperluan ini semua, maka sangat diperlukan adanva sistem anggaran
yang baik yang harus dapat memberi fasilitas kepada pemerintah untuk mengambil
keputusan (ahunan atas pengeluaran-pengeluaran negara.

Untuk mengambil keputusan tahunan atas pengeluaran-pengeluaran negara,
Jelas terlihat bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikatakan mutlak,
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sehingga secara teoritis prinsipil Pemerintah tidak mungkin melaksanakan anggaran
negara yang belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dengan perkataan lain
pemerintah hanya dapat melaksanakan anggaran negara yang telah disetujui terlebih
dahulu oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat
(Soeratmadija, 1986 :14)

Dilihat dari sudut hubungannya dengan tujuan-tujuan pembangunan, anggaran
dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang dapat dijadikan alat atay dasar
pengambilan keputusan atas pengeluaran dan kontrol Di dalam anggaran harus
terithat pula metode pembiayaan (financing) yang akan dipilih, apakah lewat
perpajakan, pinjaman negara, bantuan luar negen dan lain-lain,

Anggaran berisi data keuangan tahun atau kumpulan tahun yang lalu, yang
memuat angka-angka perkiraan keuangan-keuangan tahun yang bersangkutan, serta
memuat angka-angka rekomendasi untuk masa-masa yang akan datang.

Anggaran hamsditwugkmkadalamsunmﬁstmpng baik dan tepat dalam
menunjang pembangunan. Pada sistem anggaran dapat kita hihat adanya rekomendasi

pengeluaran-pengeluarannya yang sebenarmya sesuai ketentuan-ketentuan hukum

vang berlaku. Sistem anggaran yang baik, Juga harus dapat menjamin diadakannya

pengawasan atau kontrol.

Pada umumnya pengawasan bertujuan antara lain untuk -

a. Menjaga agar rencana rtu dalam realisasinya tetap terarah pada fuuan yang telah
ditentukan,

b. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap dijalankan sesuai dengan peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan.

¢. Menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna sesuai dengan tujusn.

d. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyim-
pangan-penyimpangan, serta akibatnya (Bohar, 1995 : 117)
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Dimana letak peranan dan pentingnya budget (anggaran) untuk kebijaksanaan
fiskal dan pembangunan ?

Di muka telah dijelaskan hlhwaanggammuhudgﬂmuupakmmm
pemasukan dan pengeluaran keuangan negara guna membiayai semua kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam yang bersangkutan atau dalam
tahun yang akan datang

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang
keuangan negara, disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) - Presiden selaku Kepala
Pemenintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara schagai bagian
dan kekuasaan pemerintah. Kemudian dalam pasal 7 juga disebutkan bahwa -

(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan
bemegara.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai
tujuan bemnegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun
APBN dan APBD.

Pasal ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk melaksanakan semua kegiatan
dalam rangka mencapai tujuan bemegara, pemerintah harus menyusun anggaran
penenimaan dan belanja negara, yang dikenal dengan istilah APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara). Begitu juga Daerah otonom, setiap tahunnya harus
menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tanpa APBN bagi
Pemerintah Pusat dan APBD bagi Daerah Otonomi (Pemerintah Dacrah) semua
kegiatan tidak mungkin terlaksana Yang lebih penting dalam menyusun anggaran
atau budget adalah dari mana sumber pendapatan itu dicari atau diperoleb. Hal ini
sangat penting diketahui agar supaya rencana kegiatan-kegiatan pemerintah tidak
mengalami kendala dalam pelaksanaannya Itulah scbabnya dalam Undang Undang
No. 17 Tahun 2003, menyebutkan dalam pasal 8 bahwa dalam rangka pelaksanaan-
pelaksanaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun
kebijaksanaan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
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Bagaimana wujud kebijaksanaan fiskal yang ditugaskan kepada Menteri
Keuangan itu bisa berwujud Undang-Undang tentang perpajakan, tanf pajak dan
Jemis-jenis pajak yang mungkin bisa dipungut Dalam pidato kencgaraan di depan
sidang DPR RI pada tanggal 16 Agustus 1983 yang lalu, Presiden Republik Indonesia
telah mengutarakan bahwa sebelum pelaksanaan Repelita TV dimulai, pemerintah
akan mengupayakan dan mengajukan kepada Dewan beberapa buah rancangan
Undang-Undang Pembaharuan Perpajakan Nasional. Sepenti yang telah diurmikan
dalam pidato kenegaraan tersebut. tujuan utama dari pembaharuan perpajakan
nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiaya
pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan
kemampuan dan dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan
negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

Dan uraian tersebut di atas jelas bahwa pembiayaan pembangunan termasuk
wmmmmmmﬂmtﬂmmmﬁmﬂmg
diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Betapa pentingnya peranan anggaran terhadap kebijaksanaan fiskal dan pajak,
scrt:adanyakailnnmﬂammggnmthnkchijmmjak,m 11 Undang-
Undang No. 17 tahun 2003 menyebutkan:

(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap
tahun dengan undang-undang.

(2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

(3) Pendapatan negara terdini atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan
hibah.

(4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah
pusal dan pelaksanaan perimbangan lcumgananmnpmurimhpnatdm
daerah

Berbicara tentang peranan dan pentingnya anggaran dalam masa-masa
pembangunan ini, dapatlah dikemukakan bahwa tujuan-tujuan diadakannya anggaran
jangan diartikan terbatas pada aspek-aspek yang teknis dan yuridis saja. Tujuan
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diadakannya anggaran jangan dipandang semata-mata terbatas untuk memudahkan

keperluan badan-badan legistatif mengadakan peninjauan saja, bukan semata-mata

untuk keperluan analisa pembukuan serta pertanggungjawaban pembukuannya serta
bukan semata-mata untuk memudahkan tata laksana keuangan saja, tetapi harus
dipandang dalam kaitannya dengan 11 tujuan-tujuan nasional yang luas,

Pada masa pembangunan ini, fungsi-fungsi pemerintah bertambah baik
kwantitas maupun kwalitas. Pemerintah harus bertanggung jawab pada generasi-
generasi yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian peranan
anggaran sekarang memperoleh dimensi yang baru. Peranan anggaran ini
memperoleh tugas-tugas baru. Dimensi dan tugas baru dari anggaran sekarang ini
meliputi hal-hal sebagai berikut:

I) Anggaran harus memuat program baru yang menunjang pembangunan dan cara
penyusunannya harus dimengerti olch badan-badan legislatif. Di dalam pengertian
ini termasuk usaha-usaha mencari sumber-sumber dana, dan perlunya mengada-
kan perubahan peraturan-peraturan perpajakan yang sesuai dengan pembangunan.

2) Anggaran harus dapat menunjukkan dengan baik alokasi sumber-sumber untuk
mencapal tujuan-tujuan nasional seperti yang direncanakan.

3) Anggaran harus dapat menjadi alat vang baik buat kebijaksanaan fiskal.

4) Anggaran dapat melengkapi informasi tentang keadaan ekonomi nasional guna
memberi fasititas untuk memudahkan masyarakat mengadakan tentang keadaan
ekonomi (Nurdjaman, 1977 :14)

3.2 Sumber Kenangan Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemenintah Daerah
berwenang untuk mengatur dan menyusun sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kescjahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pember-
dayaan dan peran serta masyarakat.
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Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkat-
kan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan.
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanckaragaman daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerab dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi dacrah, perfu memperhatikan hubungan antar susunan
pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanckaragaman daerah.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aspek  hubungan
kevangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu perlu diperhatikan pula
peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah
diberikan kewenangan yang luas disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negam.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah
di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan
pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonominya adalah
suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan
tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk
tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan
demukian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah
lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
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dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasamya untuk memberdayakan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang penvelenggaraan otonomi daerah
harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selam itu penyelenggaraan ofonomi daerah juga harus menjalin keserasian
hubungan antara Daerah yang satu dengan Daerah lainnya. Artinya mampu
membangun kerjasama antar daerah unfuk meningkatkan kesejahteraan bersama
mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam
otonomi daerah juga harus mampu menjalin hubungan yang serasi antar daerah
dengan Pemerintah Pusat artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan
wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar supaya otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang
hendak dicapai. Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian
pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan, Di
samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi,
pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib
memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan
dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara
efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal
apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-
Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselenggarakan dengan pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Semua sumber keuangan yang
melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada Daerah menjadi sumber
keuangan Daerah. Dacrah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang
antara lain berupa: kepastian tersedianva pendanaan dari pemerintah sesuai dengan
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urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan
pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber
dana nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk
mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang
sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal im
pada dasamya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Di dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan
bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuvangan negara
adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan
keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubemur/Bupati/
Walikota selaku kepala pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah vang dipisahkan.
Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan kevangan daerah, yaitu
bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
dacrah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian
pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah melekat dan menjadi satu
dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai
Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, pasal 157 menyebutkan
tentang pendapatan daerah yang terdiri dari

1) Hasil pajak dacrah

2) Hasil retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

4) Lain-lain PAD yang sah.
Keempat sumber pendapatan daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah.
Sedangkan sumber lain yang tidak merupakan pendapatan asli daerah adalah dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Yang dimaksud dengan hasil
pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan lain dari BUMD, hasil kerja sama
dengan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan lain-lain PAD vang sah antara lain
penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti giro, hasil penjualan aset
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daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi. Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara
lain hibah atau dana darurat dari pemerintah.
Menurut Undang Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menyebutkan dalam pasal 2:
(1) Jenis pajak Daerah Tingkat 1, terdiri dari -
a. Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
¢. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(2) Jemis pajak Daerah Tingkat 11, terdini dari -
a. Pajak Hotel dan Restoran
b. Pajak Hiburan
¢. Pajak Reklame
d. Pajak Penerangan Jalan
e. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
(3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan
pada ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi kriteria scbagai berikut:
a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi:
b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum;
¢. Potensinya memadai;
d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif:
€. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat:
£ Menjaga kelestarian lingkungan.
(4) Ketentuan tentang objek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Pengaturan Pemerintah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang
Retribusi Daerah, yang terdiri dari objek dan golongan retribusi. Menurut pasal 18
tersebut, objek retribusi terdiri dan :

a. Jasa Umum

b. Jasa Usaha

¢. Perjanjian Tenentu.

Retribusi dibagi dalam tiga golongan vaitu
a. Retnbusi Jasa Umum

b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perjanjian Tertentu.

Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi
Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Retribusi ditetapkan dengan Peratauran Daerah. Peraturan Daerah tentang
Retribusi tidak dapat berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-
kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

a. Nama, objek, dan subjek retribusi.
b. Golongan retribusi.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi.
Struktur dan besamya tarif retribusi.
Wilayah pemungutan.
Tata cara pemungutan.
Sanksi dan administrasi.
Tata cara penagihan,
Tanggal mulai berlakunya.
Baik jenis-jenis pajak scbanyak 6 jenis, tidak harus dipungut seluruhnya.
Pemerintah Daerah dapat tidak memungut salah satu ataupun beberapa jenis pajak
yang telah ditetapkan. Begitu juga tidak semua objek retribusi dapat dipungut
retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial
ekonomi layak untuk dijadikan scbagai objek retribusi.

= R S-S

(S
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Fungsi penjinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan. Oleh karena itu pada dasamya pemberian ijin oleh
Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan fetapi untuk melaksanakan
fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih kekurangan biaya yang tidak
dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, schingga terhadap perjanjian
tertentu masih dipungut retribusi. Perjanjian tertentu yang dapat dipungut retribusi,
antara lain [jin Mendirikan Bangunan (IMB), [jin Peruntukan Penggunaan tanah.
Pengajuan ijin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah tetap dikenakan retribusi, karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan
negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan.

33 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Dewasa ini

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengamanatkan agar
hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian,
pasal im merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan
Undang-Undang temang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Ketetapan MPR No. IV/IMPR/2000 tentang Rckomendasi Kebijakan dalam
penyelenggaraan otonomi Daerah, dan ketetapan No. 1V/MPR/2002 tentang
rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA merckomendasikan
kepada Pemenntah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembahasan yang
bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang Undang R No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan amanat

Tap MPR tersebut serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan
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di bidang keuangan negara yaitu Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang Undang Rl No. | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Undang Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya
perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem keuangan negara.
Dengan demikian Undang Undang RI No. 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta
diselaraskan dengan Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemenintah Pusat dan Pemerintah Dacrah.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan
atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut menganut
prinsip bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban
dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemernintahan,

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mencakup pembagian keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi,
kondisi, dan kebutuhan daerah.

Pemenntah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi
distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi
stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah,
sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah vang lebih mengetahui kebutuhan,
kondisi, dan situasi masyarakat setempat Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat
penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara
Pemenintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan
efektif serta untuk mencegah tumpang tindih atauvpun tidak tersedianya pendanaan
pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai
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’BD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi
igeung  jawab Pemerintah dibiayai APBN, baik kewenangan pusat yang
consentrasi kepada Gubemnur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau
sa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas perbantuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas
ndapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain
ndapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari
il pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-
n pendapatan asli daerah yang menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi
erah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN
1g ferdin atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
vkasi Khusus (DAK), Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu
rah  dalam mendanai  kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi
impangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk
ngurangi kesemjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen
@ perimbangan ini merupakan sistem transfer dana bagi pemerintah serta
rupakan satu kesatuan utuh.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
g dihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu Pengaturan
na Bagi Hasil ini merupakan penyelarasan dengan Undang Undang RI No. 7
wn 1983 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu dana reboisasi yang semula
nasuk bagian dari Dana Alokasi Khusus, dialihkan menjadi Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan
angan antar Dacrah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan
nampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang memper-
bangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar
tlnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah
| potensi daerah. Dalam Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditegaskan kembali mengenai formula
celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi
fiskal besar tetapi kebutuhan fiskal kecil, namun kecbutuhan fiskal besar akan
memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan
fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Dalam Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004, pasal 1 angka 1 dan angka 3
menyebutkan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah suatu sistem pembagian kekuasaan vang adil, proposional, demokratis.
transparant, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi
dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran
pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedang angka 18
menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Angka 19
menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk
mendanai  kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Angka 20
menyebutkan bahwa dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang
bersumber dani pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
desen-tralisasi. Angka 22 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus, selanjutnya
disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasifkan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesvai dengan prioritas nasional.

Dari pasal | yang diterangkan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa dana
perimbangan itu sendiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi
khusus. Dana perimbangan di atas ditetapkan setiap tahun.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil
yang bersumber dari pajak terdiri dari-
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a. Pajak Buruh dan Bangunan

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Pajak Penghasilan, pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
negeri dan pasal 21.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari -

a. Kehutanan

b. Pertambangan Umum.

c. Pertambangan Minyak Bumi.

d. Pertambangan Panas Bumi.

Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi antara daerah dengan
provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah. Dana bagi hasil dari penenmaan
PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut -

a. 16,2% untuk dacrah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas
Umum Daerah Provinsi.

b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening
Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

c. 9% untuk biaya pemungutan (Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Pasal 12 ayat (2)).

Sedangkan 10% bagian Pemenintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh

daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas reatisasi penenmaan PBB tahun

anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:

a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota dan

b. 35% dibagikan scbagai intensif kepada dacrah Kabupaten dan kota yang realisasi
tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor fertenty
(Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (3)).

Dana bagi hasil dan penerimaan BPHTB adalah 80% dengan nincian scbagai
benkut:
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a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas
umum daerah provinsi.

b. 64% untuk daerah Kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke rekening dan
kas umum daerah Kabupaten/Kota (Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Pasal 12 ayat (4)).

Sedangkan 20% bagian pemerintah dari penerimaan PBHTB dibagikan dengan porsi

yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal
29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21, yang merupakan bagi
dacrah adalah sebesar 20%. Dana bagi hasil dari penerimaan dibagi antara
Pemerintah Daerah Otonom dan Kabupaten/Kota. Dana bagi hasil dari penernimaan
PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21
dibagi dengan imbangan 60% untuk Kabupaten/ Kota dan 40% untuk Provinsi_

Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan
sebagai berikut:

a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran Hak Pengusahaan
Hutan dari Provinsi sumber daya hutan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk
daerah.

b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan
sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

Penerimaan pertambangan umum vang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk
daerah. Penenimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan
20% untuk pemerintah dan 80% untuk seturuh Kabupaten/Kota.

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah
yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
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1. 84,5% untuk pemerintah.

2. 15,5% untuk daerah (Undang Undang RI no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 14 huruf ¢).

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dan wilayah daerah yang

bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

1. 69,5 untuk pemerintah.

2. 30,5% untuk daerah (Undang Undang RI no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemernintahan Pusat dan Pemernintahan Daerah Pasal 14 huruf 1),

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dan wilayah dacrah vang bersangkutan

yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20%

untuk pemenntah 80% untuk daerah.

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-
kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri. Neto vang ditetapkan dalam APBN.
DAU untuk suatu daerah diatokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah
fiskal scbagaimana dimaksud di atas adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan
kapasitas fiskal daerah alokasi dasar seperti yang dimaksud di atas dihitung
berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk
melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah
diuvkur secara  berturut-turt  dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks
kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita dan indeks
pembangunan manusia.

Proporst DAL antara dacrah provinsi dan Kabupatenkota ditetapkan
berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/ kota. Pemerintah
merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan
dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebaikan
otonomi daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar
1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan,
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Besamya Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN,
DAK dialokasikan kepada daerah terfentu untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesnai dengan fungsi yang telah
ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria
umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriferia umum ditetapkan dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
Kniteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan karakteristik daerah. Kritenia teknis ditetapkan oleh kementrian negara/
departemen teknis. Daemh penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping
sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK_

Yang dimaksud dengan daerah tertentu sebagai penerima Dana Alokasi
Khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, setiap tahun untuk
mendapatkan DAK. Dengan demikian tidak semua dacrah mendapatkan alokasi
DAK.

Demikianlah beberapa pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Sekalipun
daerah-daerah telah mempunyai sumber keuangan sendiri, tetapi karena sesuatu hal
dacrah masih perlu juga diberi bantuan dari pusat. Undang-Undang tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemernintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka
kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan itu dalam bentuk hibah
dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan vang tidak
mengikat, hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negen dilakukan melalui
pemerintah, Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah
daerah dan pemben hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk
keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar
biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh dacrah dengan menggunakan APBD.
Keadaan i dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar
biasa ditetapkan oleh presiden.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

43

3.4 Pengelolaan Keuangan Negara Dikaitkan Dengan Perimbangan Keunangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Tujuan pengelolaan kevangan negara pada dasarnya menyangkut 2 aspek yaitu
aspek sosial dan ekonomis. Dengan adanya APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara) merupakan cara pemerintah untuk melakukan distribusi pemerintah
baik dari segi penerimaan dan pengeluaran secara adil dalam semua sektor. Begitu
Juga dengan Pemerintah Daerah menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara) untuk mengatur pendistribusian anggaran keuangan daerah.

Adapun dalam pengelolaan keuangan negara/dacrah dikenal dan
diterapkannya asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara antara lain -

1. Asas Tahunan

2. Asas Universitas

3. Asas Kesatuan

4. Asas Spesialitas

Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip
pemerintahan daerah sebagaimana terumus dalam Bab VI UUD Negara R1 1945.
Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam Undang Undang R No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan
dalam reformasi manajemen keuangan negara sekaligus dimaksudkan untuk
memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daemah di negara
kesatuan Republik Indonesia (Sumber data : Modul Seminar Nasional “Aspek
Yundis Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Semangat Otonomi Dacrah
Fakultas Hukum Universitas Airlangga™. Surabaya. 2006).

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah Presiden selaku
Kepala Pemenntahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum
dan bersifat khusus, Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/
Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.
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Setiap penyelenggaraan ncgara wajib mengelola kevangan negara/dacrah
secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggung jawab.

Pengelolaan kcuangan Negara diatur didalam Undang Undang RI No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pengelolaan  keuangan negara diwujudkan dalam APBN  (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) vang disusun setiap tahunnya Sedangkan

-

pengelolaan keuangan dacrah vang bersendikan pada esensi konsep “good
governance” dapat  diwujudkan suatu pengelolaan keuangan daerah vang
berlandaskan “good financial governance™. Agar tercipta dan terlaksana pengelolaan
keuangan daerah yang memiliki keabsahan yundis normanf sckaligus empiris-
sosiologs, Pemenntah Daerah perlu membuat pengaturan hukum pengelolaan
keuangan daerah vang berupa Pemiuran Daerah (Perda) Adanya pemahaman
mengenai otonomi daerah vang terasa keliru, Pemernintah Daerah cenderung
mengedepankan upaya memperoleh dan memperbesar sumber-sumber keuangannya.
Oleh karena itu Pemda tlerkesan rapn dan terburu-buru dalam membuat Perda
(Peraturan Daerah) sehingga malah memmbulkan banyak ketimpangan

Dewasa ini berlaku Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (UU Pemda) vang diikuti dengan pengundangan Undang
Undang R1 No. 33 Tahun 2004 temang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemenntah Daerah. Kedua undang-undang imi telah mengubah secara
mendasar sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah
terutama undang-undang Perimbangan Kcuangan karena pada dasarnya undang-
undang terscbut mengurangi adanya kesenjangan vertikal antara Pemerintah Pusat
dan Pemenntah Dacrah sckaligus juga dapat mengurang) kesemangan horisontal vang
terjadi antara Pemenntah Dacrah.

Pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan kevangan daerah sedikit
banyak telah terpengaruh dengan adanya UL Perimbangan Keuangan, UU Pemda dan
UL tentang Keuangan Negara.
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Dengan adanya ketiga Undang-Undang tersebut pengelolaan keuangan negara
dan keuangan daerah menjadi lebih terarah, teratur dan dapat dipertanggung-
Jawabkan. Dengan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah menjadikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lebih harmonis dan memperkecil kesenjangan yang terjadi dalam sistem
pemernntahan.

3.5 Pendistribusian PAD (Pendapatam Asli Daerah) Berkaitan Dengan
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pengertian pendistribusian ialah pendistribusian berasal dari kata dasar
distribusi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:238) distribusi ialah
penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
Sedangkan yang dimaksud dalam skripsi ini pendistribusian dalam pengertian yaitu
setiap pendistribusian fungsi atan kewenangan dari tingkatan pemerintahan yang
lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah demikian harus disertai atau
diikuti dengan distribusi pembiayaan atau keuangan yang memadai.

Hal yang harus diketahui ialah mengenai konsep pendistribusian anggaran itu
sendiri. Dasar dari pendistribusian anggaran yaitu ferdapat pada sumber penerimaan
suatu daerah, suatu pendistribusian berawal dari adanya sumber penerimaan yang
nantinya dapat didistribusikan kepada masing-masing pengeluaran daerah.

Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan suaty mekanisme
distribusi sejumlah dana anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah dalam
kerangka otonomi daerah. Oleh karena itu pembentukan Undang-Undang tentang
perimbangan keuangan antara pemenntah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan
untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah
Pendanaan tersebut  mempunyai prinsip bahwa pendanaan mengikuti fungsi
pemenntahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat
pemerintahan

Dengan adanya sistem otonomi daerah yang sckarang ini telah diberlakukan
disctiap dacrah yang ada di Indonesia, maka pemerintah daerah (Pemda) berusaha
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untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD (Pendapatan Asli
Daerah) di masing-masing dacrah. Padahal dengan adanya peningkatan PAD
(Pendapatan Asli Daerah) yang justru berdampak terhadap perekonomian daerah
yang tidak berkembang atau semakin buruk maka belum dapat dikatakan bahwa
peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan keberhasilan pelaksanaan
otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
dacrah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pelaksanaan sistem otonomi daerah tidak terlepas dari usaha-usaha pengelolaan
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) turut andil
dalam pembangunan daerah sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi bagian
terpenting ketika pemerintah dacrah membuat APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) diharapkan dapat didistribusikan
dengan baik bagi kepentingan rakyat.

Dengan adanya Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka antara pusat dan
dacrah felah diatur mengenai kewenangan masing-masing dalam mengatur,
mengelola dan mengawasi anggaran keuangan negara secara merata bagi kepentingan
rakyat.

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mempunyai jalinan
kerja sama yang baik karena Pemerintah Daerah tidak selamanya bisa berdiri sendiri
tetap membutuhkan bantuan dari pusat begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu
keseimbangan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus tetap
terjaga dengan baik_
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

l. Secara yuridis pengembangan otonomi dacrah membuktikan Undang Undang
RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang sekarang berlaku vang mengatur
pembagian wewenang antara berbagai tingkatan pemerintahan terhadap
sumber-sumber keuangan yang tersedia, sudah cukup baik bagi dacrah dalam
rangka mencukupi kebutuhannya. Namun apakah ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam undang-undang ini, betul-betul bisa mencukupi kebutuhan-
kebutuhan keuangan bagi daerah, maka agar mendapatkan dana vang sebesar-
besarnya harus ditempuh prosedur-prosedur sebagai berikut -

a. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang
berlaku.

b. Pejabat yang berwenang yang diberi kewajiban untuk menggali sumber
keuangan daerah itu harus jujur. kreatif., bertanggungjawab dan penuh
dedikasi terhadap kepentingan daerah.

2. Pada dasamya Undang-Undang Perimbangan Keuangan sangat berpengaruh
pada pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah yang
diwujudkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD
(Anggaran Belanja Pendapatan Daerah) vang disusun setiap tahunnva.
Dengan adanya Undang Undang RT No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya dapat
mengurangl kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah dan sekaligus
mengurang! kesenjangan horisontal diantara Pemernintah Daerah.

3. Pembentukan Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 teniang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bermaksud untuk
mendukung pendanaan atas penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada
pemerntah  dacrah. Dengan undang-undang terscbut  diharapkan
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pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) berjalan sesuai dengan yang
diharapkan.

Adapun unsur-unsur PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaiti ©

a. Pajak Daerah

b. Restribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

4.2 Saran

1. Agar supaya semua penggalian sumber keuangan daerah bisa dipenuhi secara
maksimal, maka perlu dipikirkan :

a. Penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan cekatan di dalam
menjalankan tugasnya, profesional dalam pola pikimya untuk memajukan
otonomi daerah.

b. Penerimaan pegawai daemah yang terus meningkat, pertu diperhitungkan
efektifitasnya, hasil kerjanya, terutama yang menyangkut pembiayaannya.

2. Dalam penyusunan APBN dan APBD setiap tahunnya sesuai dengan Undang-
Undang Perimbangan Keuangan, Undang-Undang Kcuangan Negara dan
Undang-Undang Pemda agar pengelolaan keuangan negara dan daerah lebih
terarah dan sesuai sasaran.

3. Agar pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) berjalan dengan baik
maka harus ada peningkatan kerjasama yang teniniegrasi dengan baik antara
pejabat/badan  pemerintahan yang berwenang mengenal  ilu.  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling mendukung satu sama
lain tentang penyerahan urusan pendanaan dari pusat ke daerah.
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